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PENJELASAN
ATAS
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NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
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TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

I. UMUM

Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,
diperlukan lembaga perwakilan rakyat yang mampu menyerap dan
memperjuangkan aspirasi rakyat guna mewujudkan tujuan nasional demi
kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara
optimal. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) menyatakan bahwa,
"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar".

Kedaulatan rakyat berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 selanjutnya
dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU
MD3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah.
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II.

Dalam undang-undang tersebut telah secara eksplisit diatur
mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
rangka mewujudkan lembaga yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai
demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan
daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan
bernegara. Meskipun dalam UU MD3 telah secara komprehensif diatur
mengenai pengejawantahan nilai-nilai demokrasi, namun masih terdapat
beberapa ketentuan dalam UU MD3 yang tidak sesuai dengan
perkembangan hukum dan kebutuhan mengakomodasi hasil pemilihan
umum serta sistem pemerintahan presidensial, sehingga dipandang perlu
untuk melakukan penyempurnaan melalui perubahan ketiga Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah. Ketentuan yang perlu disempurnakan adalah
susunan dan mekanisme Pimpinan MPR yang memberikan cerminan

keterwakilan suara partai pada struktur pimpinan lembaga tersebut.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1
Pasal 15

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan '"representasi dari masing-
masing fraksi dan kelompok anggota" adalah setiap
fraksi atau kelompok anggota mengajukan 1 (satu)
orang Pimpinan MPR.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

www.peraturan.go.id



Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Angka 2
Pasal 427C
Dihapus.

Pasal II
Cukup jelas.
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